
. i':,.:i] Lf,II,fBARAN.DAERAH...: .

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR:E i".fdHtj'hl igtt siint''g NO:2

PBRATURAN'T'AIRAH IilBUPATtrN DAERATI TINGKAT TI FA I
. ,' NOMOR'!:jl .{EATHUN'lgt&,J,;, '

TENTANG "
', FERI,B.AHil,AN,SUSUInAN PENT'AGANGAIII'S't}Si-r Dt'N ART} PAT'EN

DAERAH TINGKAT II PATI ''i' 1 !'

DENGAN RAHMAT TUIIAN.,YANG MAHA ESA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin'kesehalan'fingkungan dan kr-'.

bersihan susu perah yang diperdagangkan, perlu adauya pcrrrr
tiban.da4 petrgalgra.q at4s perusahaan susu dan perdagrn.*,ari
susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

b. bahwa PerattiianlDaerah Tingkat II Pati Nomor 2/DFRD.CiR/
;;:. : 63,tfd*ang Per"upahaan$uSu dan:perdllgangatl susu dan te r rrak

, r . pe{phfi11,: disalr ka+.druC4{I$u rqt KepUt:g,san G u bern u r K epaki
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal,g.Dessmber 1963 No

., $9r, ? 4/{, $qu,diunda-tgli"a!, d?Q-1l.I.eq1.baran Daerah K ir h x;r;1 -

ten Daerah Tingkat II Pati Nomr;p]3.tatr-urr 196.i Seri C. periu
diganti karena sudah tidak sesuai dengan per kenrlrrnS,urr I r',1,11,

an baik dari segi materiil maupun yuridis forrrril;

. 
c. 

lahwa 
untr$ mgfgud tersebut diatas perlu direrapkrrri dr,nr,;rrr

Peratlran Daerah.
. :a;1.::'! :' 1.. I :'::'i'ir,:::"..:- :':li'll l.r -',-,

:.,1' Undang-undah g:,Nomor: 5 tatrrlfi iigV4 tenr a n g llok s k -;r* li r ; li
Pemerintahan di Daerah; i,.!,., ,1,,,:i: ..

:: ',r:.:r : '.rl';J
,Menginga+.:.:

1; ::.irr.::2 
'L]ndang'rindang,NoniiOhrl3,tahtrnr.{95Otei{tang Fernbrlilrrk;rn



Daerah-daefatr Xali'rip6fe.n dal a m Li n gk u ngan propinsi Jawa
Tengah; ' . ,'' ;';' i'::1,:.

3. Undang-undang Nomor 12,/Dtttahun 1957 tentang peraturan
Umum Retribusl pa€rqh 

.

4. Undang-undang Nom'bt'6 tahu n 196l tenrang Kerent uan-keten-
tuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 776/Kpts/DJpl
Deptan/ l9S?teutang,syarat-syalat tehnis perusahaan peternak-
an Sapi Perah;

,1 6. Surat Kqputusan Dirjen P-eternakan Nomsr t7/Kpls/DJp/
Deptan/I983 tent.ang syarat-syarat, tata cara pengawasan Dan

, :. Pem€rik5aqn kwalitas supu produksi dalam Negeri; i

7. Peratur'an Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Vetsriler,

DenganPersetujuan DewAn P,erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pati.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERA-$ KA BU PATEN,DAF RAH T I NCKAT'II PATI TENTANG PPNUSEHNAN SUSU DAN PERDA

GANGAN SUSU.

BAB I

KETENTUAN UMTJM

,. , : Pasaf .t , ;..

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : '

a. BupatiKepala Daerah'ialah Biipati Kepala Daerah Tingkat II
Pati.. ,, , , . .. ; ,. I

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pati.

c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan:Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati.

d. Susu ialah cairan yang diperoleh dari kambing rernak perah se-

hat, dengan cara p€merahan yang benar terus menerus dan ti-
dak dikurangi sesuatu/atau ditambahkan kedalamnya sesuaru
bahan lain.

e. Ferusahaan susu iala'Forang,zBadan hukum yang mengusaha-
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kan susu untuk diperdagangkan. .

f . Perdagangan susu ialah mengerjakan, mengusahakan, menyim-
.pan, menawarkan, memasarkan atau mempunyai persediaan
susu untuk dijual.

g. Penjual susu ialah orang yang mengusahakan susu/menawar-
kan susu sebagai mata pencarian.

h. Tempat pemerahan susu ialah suatu tempat dimana dipelihara
sapi perahan yang diperah susunya untuk dijual.

i. Ijin ialah ljin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
untuk mendirikan perusahaan susu dan perdagangan susu dalam
rangka menjamin pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jen-
dral Peternak4n Nomor l7 /Kpts/DJP /Deptan/ 1983 tentang
Syarat-syarat, Tata cara Pengawasan dan pemeriksaan Kwali-
tas Susu Produksi Dalam Negeri.

j. Pemegang Ijin ialah orang/Badan hukum yang dirunjuk oleh
Bupati Kepala Daerah dalam Keputusan pemberian ijin.

BAB II

pasal 2
(l)Di Kabupaten Daerah Tingkat II pati dilarang mendirikan

Perusahaan Susu dan memperdagangkan susu tanpa ijin tertulis
dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayar I pasal ini diberikan
setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas peternak-
an.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah
disediakan Pemerintah Daerah dengan ditampiri :

a. Nama, Kewarganegaraan dan tempat tinggal pemohon.
b. Foto copy ijin lokasi bagi tempar-tempat yang memerlukan

ijin lokasi.

c. Foto copy ijin tempat usaha/ijin HO.
d. Keterangan tentang susu yang akan diusahakanzdiperdagang-
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kan dan bagaimaila'caia penlainanan''sirtd pengelolaannya.

e Keterangan tentang banyaknya sapi perdhan dan sapi lainnya
yang ada di perusahaan tersebut (baik yang diperah. pejantan

atau anaknya).
(2) Permohonan ijin ditolak apabila :

a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat ( I ) Pasal

ini;
b. Tempat pemerahan susu tidak memenuhi syarat-syarat se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal l0 dan I I Peraturan Dae-

rah ini;
c. Belum lewat 6 bulan sejak ijin yang pernah diberikan dicabut

terkecuali apabila pencabutan ijin tersebut atas permintaan

sendiri;

{3) Untuk memudahkan pengawasan, pemegang ijin berkewajiban
unruk memasang turunan Surat Keputusan pemberian ijin di-
tempat usahanya sehingga jelas dapat dilihat oleh umum.

Pasal 4

Dengan tidak memerlukan ijin dari Bupati Kepala Daerah diper-
kenankan : Menyimpan, mengerjakan, mengusahakan, menda-
tangkan, atau mengangkut susu untuk dipelgunakan bagi keperlu-

an keluarga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 5

(l ) Ijin Perusahaan susu dan Perdagangan susu tidak dapat dipin-
dah tangankan pada orang lain kecuali dengan alasan sebagai-

mana dimalsud dalam ayat (2) Pasal ini;
(2) Apabila pemegang ijin meninggal dunia, maka ahli warisnya

ciapat meueruskan usahanya sesuai dengan ijin yang diberikan,
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal

meninggalnya pemegang ijin;
t3) Setelah waktu 6 (enam) bulan habis, ijin dinyatakan tidak ber-

laku lagi dan -rhli warisrrya dapat memperbaharui ijinnya de-

ngan cara seb'rgeimana dimaksud Pasal 3 ayat (l) Peraturan
Daeralt ini

j: ,. Pasal 6 l

Iiin dicabr$,oleh:Bupatr KepalaDaerah atau pejribat yang ditunjuk
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apabila

a. Setelah ijin diberikan timbul keadaan baru yang dapat meng-
akibatkan ditolaknya permohonan ijin.

b- Tidak ada wakil yang ditunjuk selama pemegang ijin mening_
galkan tempat lebih dar.i,l,,bu.la4 !4nanya.

c. Pemegang ijin dan atau wakilnya bersama-sama atau sendiri_
sendiri lebih darisatu kali dijatuhi hukuman yang telah berke-
kuatan pasti, karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.,

d. Pemegang ijin memberhentikan usahanya selama I tahun ber_
turut-turut atau mengajukan permohonan supaya ijin usahanya
dicabut.

e. Pemegang ijin tidak mentaati syarat-syarat dalam surat kepu-
tusan pemberian ijin.

f. Pemegang'ijin dan arau wakilnya dalam waktu 3 bulan bertu-
rut-turut setelah pemeriksaan tidak membayar biaya pemeriksa_
an.

Pasal 7

Pemegang ijin yang menghentikan usahanya, dalam d,aktu 14 hari
setelah berhenti berkewajiban untuk memberitahukannya kepada
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan atas salah satu keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) pasal 3 peraturan Daerah ini, maka dalam
waktu I bulan setelah terjadinya perubahan, pemegang ijin atau
wakilnya berkewajiban.melaporkan secara tertulis kepada Bupati
Kepala Daerah atauPejabat yang ditupjuk,'kecuali perubahan iiu
mengenai jumlah ternak, maka dalam waktu 7 hari setelah terja4i
perubahan pemegang ijin harus melaporkan secara tertulis kepada
Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

. i i. :!. : j- Pasal 9
( I ) Pemegang ijin dilarang meninggalkan tempat lebih dari I bulan

.. dengan tidak menunjuk wakllnyar i

{2) Tidqk dapat dia4gkSr,sebqgai wakil-wakil :

. 4 Orang yang peqnab dihukum satu,,kali, karena melanggar
ket€ntuan,:ketentuan Peraturan:Daerah ini belum 6 bulap
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terhitung sejak keputusan penjadilan rersebur terah mem.punyil kekuatan Hukum yang tetCp (in Kracht).
b oidu rqisle".n; rffii;; ,.;'ni; i;r"r, dicabut iiinnva

tidak atas permintann s€ndiri i"n p.n""Uu;;i";;,r;.' melCmparii"iatL'tanun,''-: r"' I- --r;'

, :i :. ' BAB III
TEMPAT PERUSAHAAN SUSU DAN

PERDAGANGAN SUSU

..,..., pasall0..
( I ) Pada jalan masuk setiap tempat pemerahan susu harus dipa_

.11!g- r"buah papan nama yang berruliskan, " PERUSAHAAN
SUSU" Nomor dan tanggal Surat Keputur"n p..i".f""-ir*
dengan huruf latin yang mudah dilihai dan dibaca dari jJn' '? snftFm;'

'',(2) Apabita ijfntidak berraku lagi atau clicabut, maka daram waktu. 8 hari setelah dinyatakan dicabur atau tidak berlaku l;giO;;;
nama harui diturunkan;

(3) Apabilatidak diturunkan dalam waktu yang telah ditentukan
maka setelah yang bersangkutan diberi tahu ,""u.u tertutis,
papan nama diturunkan.oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah arau pejabar yang dirunjut aan uiaya *f,r&
gung oleh yan$'bersangkutan.

. ..r, , .:.

... , paqalll
' r ( I ) Pemegang ijin dilarang mempekerjakan atau memperkenankanr orang-orang yang. diketahui:dtau selayaknya dapat disangka

, ' bahwa orqng-orang itu rnenderita penyakit,menular atau mJm_
punyai lukatert'uka dan bernanah, beradadftempat p"rusat a-
an susu;

(2) Apabila disekita,rtempat perusahaan susu berjangkit penyakit
menular maka p:megang ijin berkewajiban segera melaporkan,
nya, secara resan den tertulis kepala Bupati Kepala Daerah atau" :pdjirbat yang d'rttinjuk: --- . :: '

i3t Airabila.dilq"nat perusahaan sus_ arau ditempat penjualan
su$uiimbrll duiiiiln ad#oruiE sakii.'dan tilak ;"rSdil;;;:

;' : r:''iiiiksakan'di'inya',rceBada dokter. maka pefoLeg"ng ui i"it"*-
iiban mengusahakan supaya orang tersebr, ,"g"." rn"ningg"i
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kan pekerlaannya atau meninggalkan tempat tersebut dan
rirengusahakan kesembuhannya:

t4) Apabila rimbur keragu-raguan apakah seseorang menderita
penyakit menular alauJuka-luka terbuka dan bernanah, maka

. sambil menunggu peme.iksaan dokter, Bupati Kepala Daerah
ataupun pejabat yang ditunjuk berhak melarang orang_orang
tersebut bekerja ditempat pemerahan susu dan penjualan susul

(5) a. Apabila ditempat pemerahan susu menunjukkan tanda_
tanda ada ternak yang sakit, maka dengan tidak mengurangi, ketentuan dalam Peraturan pemerintah tentang penyakit me_
nular. pemegang ijin dan atau wakilny4 berkewajiban segera
melaporkannya secara lesan dantertulis kepada Bupati Kipa_
la daerah atau pejabar yang ditunjuk. .

b Sambil menunggu pemeriksaan oleh yang berwenang, peme-
gang ijin atau watilnya berkewajiban memindahkan sapi
yang disangka sakit dalam kandang pengasingan/karantina.

r I r.Pemegang ijin berkew",J::X"sahakan,supaya tempar per-
usahaan susu memenuhi ketentuan_ketentuan sebagai berikut :
a Kandang :

l. Sapi dan anak sapi yang ada dikandang harus dipisahkan
2. Untuk tiap-tiap ekor sapi disediakan ruangan sekurang_

kurangnya lebar 1,40 m dan panjang 2,20 m.
3. Sapi diletakkan berhadap;hadapan, ada dinding pemisah

yang diplester dan paling sedikit seringgi 2 metir.
4. Lantai-lantai kandang, lantai.lantai kandang bagian ba_

wah dibuat dari pasangan batu yang disemen kedap air
dan sedikit miring keselokan dibelakang tempat sapi.

5. Air kencing dan air bekas pembersih kandang disalurkan
melalui selokan dari pada pasangan batu yang disemen
kesumur kotoran diluar kandang keselokan atau sungai
yang mengalir.

.6. Kotoran cair.dan padat dari sumur kotoran tidak boleh,;. dimasukkan dat4m tempat pcmerahan susu.
b. Kamar susu dalam tempat pemerahan susu diadakan ruang

an untuk mengolah dan memasak susu.
Kamar susu ini,hhrus memenuhi syarat-syarat sebagat berr
kut,.
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. :.

l. Apabita berbatasan dengan kandang, harus dipisahkan se-

luruhnya dengan dinding tembok.
' ri 2. Tida'k bleh mempunyai hubungan dengan kakus, tempar

6uang air atau kamar tidur
3. Dalam ruangan tidak boleh ada bahan yang dapat meru-

sak susu.
4. Tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, selain untuk

mengolah dan memasak susu. : '

5.. Lantai, langit-langlt, dinding dan atapnya harus rapar se-

hingga air dan debu tidak dapat masuk.
(2) Apabila dipand'ang perlu dengan tidak mengurangi ketentuan-

ketentiran tersebut dalam ayat (l) pasat ini dalam memberikan
ijinnya, Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk da-
pat menetapkan syarat-syarat lain fang berhubungan dengan
kebersihan dalam perusahaan.

Pasal 13

Penjual susu berkewajiban agar :

a. Tempat pemerahan susu serta ember, bak, bejana, alat-alat dan
perkakas lain yang dipergunakan disitu selalu dalam keadaan
bersih.

b. Apabita ditempat itu ada saluran air minum yang memberi air
bersih dan bibas dari kuman-kuman, rempar pemerahan susu
disambungkan pada saluran air minum itu dan hanya dipergu-
nakan air dari saluran alr minum itu.

c: Apabila tidak ada saluran air bersih sebagaimana dimaksud
dalarn snb b pdsal inl, sumur yang beraela dihalaman diberi
dinding dari bat[ atau semen sampai kedasarnya, hingga air
iidak dapat menernbus lantailantai sumru, harus disemen de-
ngan heik tidak berlobang, dan air sumur harus dapat Ciarnbil

, dengan pelnpa yang ditcmpatltan pada surnur yang ditutup.
.d. Apabilapada Jarak kurang dari l0 meter dari rumur sebagai-

mana dimaksud dalam ketentuan sub c pasal inl ada kakus,
maka sumur tersebut tidak boleh dipergunakan.

e. Untuk niemerah susu dan memberikan peralatannya harus
memp€r'Sunakdh iir bersih dan iernih

't Susu harus diperah dan diolah dengan'cara yang bersih dan
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disimpan dalam keadaon dingin; sehingga dapat terhindar.dari
- kotoran; :. . l

(2) Penjual susu dilarang mempunyai persediaan susu dalam be-
jana yang rusak dan atau mengandun! rat-zat yang dapat me-
rusak kesehatan;

(3) Apabila susir telah,diolah atau dimasak, maka cara memasak-
nya harus dilampirkan/ditempelkan padabotol atau alat lain-
nya yang digunakan untuk membawa keliling, mengangkut dan
menjajakan;

(4) Dijalan umum penjual susu hanyadapat mengangkut susu de-
ngan cara dirnasukkan dalam.botol atau kupi-kupi yang tidak
berwarna, dasarnya rata yang ditutup dan disegel sehingga
susunya tidak dapat dituang dengan tidak merusak tutup atau
segelnya itu.

pasal 15

Penjual susu dilarang :

a. Menjual susu dari sapi yang tidak diberi tanda sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.

b. Menjual susu,asal dari sapi perahan yang diberi obat sehingga
. dapat,merusak air suqu dan atau merugikan kesehatan orang

yang meminumnya.
c, Menjual susu yang menurut sifat,.susunan atau keadaannya

tidak mencukupi ketentuan arti,:susut,,sebagaimana dimaksud
dalam pasal I sub d Peraturan Dagrah ini.

d. Menjual,susu yang.ber4sal dari tempat pemerahan susu, dimana
orang dianggap dapat mengetahui adanya penyakit menular

,, diqekitar tempal tersebut. : '

e. Menjqal susu yang, s.u$unan keadaannya tidak baik dan atau
:.:ya1tg berasal dari sirnp4nan]yangtidak rnempunyai ijin sebagai-

mana dimaksqd.dalar.rr,pasal 3 ayat,(l ). 
peraturan Daerah ini.

: : ,BABIV

,, 
' ' PE[iiryrttxseeN SAPI DAN SUSU

, Pasal :lf,r . ,

(l).,$kurang-kura.ngnya eekali dalam 3 bulan semua sapi ditem-



ll
nya lebih dari satu ltter dan relah diqeg€J ggbagaimana tersebut
Pasal 13 lub a, maka selebihnya ditutirp rapat dan disegel
kembali; , , ;:.; ,..::.

(3) Hasil Pqmeriksaan tersEbut ayat (l)ole-h'Kepala Dinas Perer-
nakan dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah dan selanjut-
nya diumumkan kepada masyarakat;

(a) Apabilahasil pemeriksaan ternyata susu yang tidak memenuhi
. syaral-syarat kesehatan sebagaiitrana,yang dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini, maka kepada pengusaha susu atau wa-
kilnya segera diberi tahu hasil pemeriksaan tersebut serta di-
beri peringatan:guna menjaga kemurnian, kebersihan dan ke-
sehatan susu.

BAB V

, ..' , ,:.''Pasal19
(l)' Setiap pemeriksaan kesehatan(AE, SE dan TBC) dan imuni-
, sasi tiap ekor.sapi perah serta sanifdsitandang dipungut retri-

busi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
(2) Bagi perneritsaan ulang sapi,perah.dimaksud pasal l7 per-

aturan Daerah ini dikenakan pirngutan :

a. Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap ekor sapi;
b. HonorAiium Fdnitia Pemeriksa Ulang sebesar Rp. 2.500,-

lOualiiUu limi ratus rupiah) untuk lap anggota;
(3) Setiap pemeriksaan susu yang akan diperjual belikan dikena-
. .kan pungutqn retribu.si sebesar Rp.,10"= (sepuluh rupiah) tiap

.. .- rl.itel; ,: = i r. ,: : ,,: ,.,.

(4) Hasil pungutiih rdtribusi'dimdksud:at'at {l), (2) dan (3) pasal
,,, ,ini sellrquhnya,6irnasukkan ke Kas Pemerintah Daerah.

i : :, .-, - s ,BAB.VI .:

',,,,r..,. . "lnNcaWASAN,,,.DAr'i'-pnNytpxeN

(rl



t2
:& Ortal; Kepala'Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat Il Pati;

(2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oteh
' Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, ditaku-

kan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditingkungan Pe-
merintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VtI
PIDA.NA

Pasal 2l
I r.

(l) Dengan tidak mbngurangi kewajiban sebagaimana tersebur
dalam Pasal 2, 3 ayat (l) dan (2), 5, 7,8, g, 10, I l, 12, 13,
14, 15, 19 Peraturan ini, maka setiap pelanggaran terhadap
larangan dan kewajiban dimaksud diancam,dengan pidana
kurungan selama-lamanyq,6 (enam) bulan dan atau denda se-

.'banyak.banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(2) Tindak Pidana dimaksud dalarn ayat (U.pasal ini adalah pe-

langgaran.

BA,B VIII .
P E N U T U.P.

Pasal 22

(l)'Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Pati tentang PERUSAHAAN SUSU

, DAN PERDAGANGAN SUSU; ,'r ,

(2),Pada saat berlakrrnya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi :

a. Peraturan Daerah Tingkat II Pati ranggal 2 Pebruari 1963
'':' Noinor 2/DPR'D.GR/63 tentang perusahaan Susu dan per-

dagangan sqsu dan ternak perahan yang dirtndangkan pada
tanggal l0 Januari 1964 dimuat dalam Lembaran Daerah

. b,..Seg-ala kelentrl4n yang bertentanCan.d4n atau tidak sesuai

,,l.agi dgggan.Peraturan Daerah.ini;
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:& Ortal; Kepala'Sub Bagiari Ketertiban Umum pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat Il Pati;

(2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh
Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dilaku-
kan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pe-
merintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PIDA.NA

Pasal 2l
(l) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana tersebur

dalam Pasal 2, 3 ayat (l) dan (2), 5, 7, 8, 9, 10, ll, 12,13,
14, 15, 19 Peraturan ini, maka setiap pelanggaran terhadap
laranga4 dan kewajiban dimaksud diancam, dengan pidana
kurungan selama-lamanyq,6 (enarn) bulan dan atau denda se-

.'banyak.banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(2) Tindak.Pidana dimaksud dalarn ayat (U.pasal ini adalah pe-

langgaran.

BAB VIII ,,.,.

P E N U T U.P

r, Pasal 22

(l)'Peraturan Daerah'ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Pati tentang PERUSAHAAN SUSU

. DAN PERDAGANGAN SUSU; ..,

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi :

a. Peraturan Dadrah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1963
'':' Nomor 2/DFRD.GR/63 tentang perusahaan Susu dan Per-

dagangan sqsu dan ternak perahan yang dirtndangkan pada
tanggal l0 Januari 1964 dimuat dalam Lembaran Daerah

: , Iawa Terlgah Seri (' tah-un 1964 Nomor 23;

,. b.,Seg-ala ketentrl4n yang bertentangan.d1n atau tidak sesuai

,,l.agi deqgan.Peraturan Dqerah.ini;
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(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu-

dah tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, lE Pebruari 1988.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II PATI. TINCKAT II PATI,
KETUA,

ud.
MOCH. CHOLIL

ttd.

SAOEDJI

DIS^A.HKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur

*.otifll"Tlrinekat I

Tanggal 9 Juli 1988 No. 188.1/142/1988
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

B/Kepala Biro Hukum,

trd.

( R. ABDOEL MOECHNI, SII. )
NIP. 500037588

Diundangkan dalam Lembaran Daerali Kabupaten Dr.erah
Tingkat II Pati pada tanggal 3 Septer:rber 1988 Nomor
I Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO
NrP 50002il80



Lemnjgn : Kgputusan Gulc-rnul"Kepata Daerah
Tingkat I Jawa Tcngah.
Tanggal:9Julit988.

' Nombi :'l.ag'.gtnztl.gaa.

PERUBAHAI\i ATAS PERATURAN IIAERAH (ABI.JPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR T TAHUN 19tt TENTANG

PERUSAHAAN SUSU DAN PDRDAGANGAN SUSU DI KABUPATtrN
DAERAII TINGXAT II PATI.

t,

I. Konsideran "Menimbang" huruf b, perkataan :ldengan' berpedoman pada
undang.undang nomor 5 Tahunt974{ triubah menjadi "baik dari segi materiil
maupun yuridis formil"

2. Konsideran "Menimbang" huruf c, diubah dan dibaca :, . "c,;bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan pi:iaturan
Daerah'l

3- Dasar hukum "Mengingatn ditambah satu dasar hukum yaitu ,,peraturan pe-
merintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakatveteriner,,,
dengan nrlmor urut disesuaikan., ,

4. Semua tanda baca "titik" pada rincian pasal dan ayat, kecuali rincian terakhir
diubah menjadi "iitik koma", selanjutnya semua perkataan "pasalo ditulis

., . menjadi 'Pasalu.
5. Pasal I huruf i diubah dan dibaca sebagai berikut :

"i. Ijin ialah ljin yang dikeluarkan oreh Bupati Kepala Daerah untuk mendiri_
kan perusahaan susu dan perdagangan susu daru* tun"r," -.n-jamin pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendral pe-ternakan
Nomor : 17 /Kpts /DJp /Deptan/ l 9g3 tentang syarat-syarat, Tata
cara Pengawasan dan pemeriksaan K*alitas susu produksi Da-
lam Negeri"

6. Pasal I huruf j, perkataan ,surat, dihapus.
7. Pasal 9, tlnda.,bqqa ,ganya,' (?) diganti dengan ,,titik,.
8. Pasal 19 diubah dan dibaca :

. : .

(l) setiap neqeri\saan kesehatan (AE, sE dan TBC) dan-imunisasiriap ekor
sapi perah serta sanitasi kandang dipungut retribusi sebesar Rp. 500,-
(limaratus rupiah).

(2) Bagi pemeriksaan ulang sapr perah dimaksud Fasal lz peraturan Daerah
ini dikenakan pungutatt
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, ..t, rrr,a:::--- :

a retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap ekor sapi.
b honijrafium'Panitia'Pemeriksaan Ulang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu

[ma ihtus rupiah) dntuk tiap anggota.

(3) Setiap penreriksaan susu yangakan diperjual belikan dikenakan pungutan

retribusi sebesar Rp. 10.- (sepuluh rupiah) tiap liter.
(4) Hasil pungutan retribusi dimaksud'4yat (l), (2) dan (3) Pasal ini seluruhnya

dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah.

9. Judul BAB VI diubah menjadi
;, , . BABVI

"PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN'
10. Pasal 20 diubah dan dibaca menjadi :

Pasal 20
( I ) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan pula secara

koordinasi kepada Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pendapatan
Daerah, Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala bagian Perekonomian, Ke-
pala Bagian Hukum & Ortala, Kepala Sub Bagian Ketertiban Urnum pada

Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati.

(2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dilakukan juga oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeilntah Daerah yang dalarn melak-

sanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

I l. Pasal 2l ayat (l)" perkalaan "ketentuan;ketentuandalam P'eraturan Daerah

ini' diubah menjadi "larangan dan kewajiban dirnaksud"

12. Pasal22 : l

- ayat (l), diantara perkataan "Peraturan Daerah ini' dan 'disebut" disisip-

* eyat (3), perkataan'Agru seiiap orang dapat ......'. dst" dikeluarkan dari
l<etentuan ayat {3) sebagai aiinea tersendiri.

WAI(IL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I

Sesuai dengan aslinya, JAWA TENCAH
Krpala Biro Hukum, BIDANC l.

ttd

Drs. SOENARTEDJO,
#

NrP 0r0 021 090

trd

R. ABDOEL MOCrrNl, !H.ffi



. ;: .:. :,: i:i. :, :. ,,,..S,4.:LrI N A N
KEPUTYSA N .".,"+Hy*1T*\#""AERA H rrNG KAr r

NOMOR : tEt.3/142/l9EE

;.; , TENTANG
FENGESAI{AN IEMTUBAN DAERAH KABUPATEN DAERATI

TTNGKAT rl ridTr NOMOR r TAHUN 1988 TENTANG
PERUSAHAAN'SUSU DAN PERDAG.{.NGAN SUSIJ

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bubati/Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal : l0
Maret 1988 nomor ::188.3/1019 perihal permohonan penge-

sahan Peraturan Daerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat Il Pati Nomor
I Tahun 1988 tentang Perusahaan Susu dan Ferdagangan
Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk rnengesahkanPeraturan Daerah
yang dimaksud :

Mengingat : l. Pasal 4O ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

2. Undang-undang Nomor l0 Talun 1950;. . ,

3. Undang-undang Nomor l2/Drt Tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957;
5. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 716lKpts/DJP/

Deptan/1982;
6. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/

Deptan/1983

MEMUTUSK4N:
Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten,/Daerah Tingkat II

Pati Nomor I Tahun 1988 tentang Perusahaan Susu dan Perda-
gangan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dengan peru-
bahan sebagaimana terlampir
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,n i'. ii :Dltetafkan di : S e m q l-?,.r1-.S
'J'i: i:: ;'"1 tF&#fiiiifdal''': 9 idli'f9t$.- 'i'

1 ,a,e,. r1 .": .i: :

WAKTL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT r JtynrENcAH

BIDANG I,
ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth' :

l. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; :

Z. nirjen. PijOD pbda Departemen nClam Negeri di jakarta, dengan disertfi
: : 1, (iatu) lembar'Peraturan,Daerahl.r' "':''r
3. B.uBati/Kepala Daerah Tingkat'I'I'Fati di'Fati;' ;

+. Ketua DPRD Kabupaten/Daerah ifirigkat II Pati di Pati;

5- Pembantu Gubernur. Jawa,Te*gah,,WilAyah- teqli:dr. PAti;''

6. Kepala.Biro Hukum pada Se.kretariat Wilayah/Daerah,Tingkat I Jawa Te-

ngah. i:..". ., :. ..


